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d. bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimetna

dimaksud daiam ht-rruf a, huruf b, clan hurul c,

perlu membenurk tJndang-Undang tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal

3 L ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAI'{ RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPI..]i]LIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sistcrn Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

adaiah pola hubungan yang membentuk keterkaitan
secara tererrcana, terarah, dan terukur, sert-a

berkelanyuran arltarunsur kelembagaan dan surnber
daya sehingga terbangun jaringan ilmu 1:engetahuan
dan teknologi . se bagai satu kesatuan y-ang utuh
dalam mendukung peiryelenggaraan ilmu
ocngetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah
dalam perumusan dan penetapan kebijakan
pembangunan nasional.
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Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi
yang digali, ditata, Can dikembangkan secara

sistematis dengan mcnggunakan metodologi ilmiah
untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala

alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan
keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Teknologi adalah cara, metode, atau proses

penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin llmu
Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan
kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas
kehidupan manusia.
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
adalah proses, '"r.r", dan/atau aktivitas
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu
Pengelahuan dan Teknologi.
Pendidikar-r adalah usaha sadar dan tercncana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajarein agar peserta didik s€u€r.r? aktif
mengembangkan potens: dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagarnaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serr-a

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan
informasi yang berkaitan dengan pemahaman
tentang fenomena alam dan/atau sosial, .pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis, dan .penarikan kesimpulan
ilmiah.
Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan
manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan
keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan
manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3

4

5

6

7
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8. Pengkajian aoalah kegiatan untuk meniiai atau

mengetahui kesrapan, kemanfaatan, dampak, dan
implikasi sebelum dan latau sesudah llmu
Pengetahuan dan Teknoiogi diterapkan.

9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian,
Pengembangan, danlatau Pengkajian Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan
perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu
Pengetahua"n dan Teknologi.

10. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu
Pengetahuan d.ar, Teknologi dalam bentrrk desain

atau rancang bangun untuk meaghasilkan nilai,
produk. dan/atau proses prcduksi yang lebih baik
dar,/atau efisien der;gan rr-enepertimbangkan
kete rpaciuan sudut pandang darr/atau konteks
teknis, fungsional, brsnis, sosiai, budaya, lingkungan
hidup, dan estetika.

11. Invensi acialah ide inventor yang drtuangkan ke

dalam suatu kegratan pemecahan ma-salah )iang
spesifik di bidaqg Teknologi berupa profluk atau
proses, atau pen]/empurnaan dan pengenrbangan
produk atau proses.

12. inventcrr adalah Seorang 4rtau hetrrr;lpa orang yang
scc .?.ra bersarna-sama grelaksanakan ide yang
Cituap*Lan ke dalam kegiatair yang menghasilkan
Irrvensi.

13. Inovasi adaiah hasil pemikiran, Penelitran,
Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapa.n,

yang menganciung unsur kebaruan dan telah
diterapkan serta memberikan kemanfaatan,;konomi
danf atau sosial.

74. D,fusr .llmu Pengetahuan Can Teknologi adalah
kegiatan penyebarluasan irLiormasi danlatau
prorllosi tentang suatr-r Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh
penemunya danlatau pihak lain dengan tujuan agar
dimanfaatkan untuk meningkatkan dayar gunanya.
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i5. Alih Teknologi adaiaLr pengalihan kemampuan

memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi antarlemba.ga, badan, atau orang,
baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri
maupun ),ang berasal dari luar negeri ke dalam
negeri atalr sebaliknya.

76. Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan
tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria
dan/atau standar yang telah ditetapkan serta
penyampaian hasil kepada pengguna yang
bersangkutan.

17. Kliring Teknologi adalah proses penyaringan
. kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan

Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak
dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

18. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul
karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan
suatu produk atau proses yang berguna bagi
kehidupan manusia.

19. Kelembagaarr Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
adala}r entitas yang membentuk hubungan antara
organisasi dan/atau sekelompok orang untuk
bekerja sama dalam kegiatan Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

20. Sumber Daya Ilmu. Pengetahuan dan Teknologi
adalah suatu nilai poLensi yang bermanfaat untuk
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

21. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara,
badan trsaha milik daerah, atau badan usaha srvasta
yang herbentr.rk badan hukum atarrpu.n bukan
badan hukum.
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22 Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang

terkait dengan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi.

23. Pemerintah Pusat acialah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menterr sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1945.

24., Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
berasaskan:
a. keimanan dan l<r:takwaan kepada Tuhan Yar,g Maha

Esa;
b kemanusiaan;
c. keadilan:
rl. kemaslahatan;
e. keamanan dan keselamatan;
f. kebenaran ilmiah;
g. transparansi;
h. aksesibilitas; clan

i. penghormatan.tgr"hadap pengetahuan tradisional dan
kearifan lokal.

Pasal 3

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
bertujrran:
a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan,

Penelitian, Pcngembangan, Pengkajiar,, dan
Penerapan tlneu Pengetahuan dan Teknologi yang
menghasilkan Inrzensi dan Inovasi;

SK No 007218 A
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b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi,
kemitraan, sinergi antarunsur Pemangku

Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan T'eknologi;

c. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengelahuan dan
Teknologi untuk pembangunan nasional
berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan

masyarakat; dan

d. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan

daya tarik bangsa dalam rangka memajukan
peradahlan bangsa melalui pergaulan internasional.

Pasal 4

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

mengakui, menghormati, mengembangkan, dan
melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional,
kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati,
serta budaya sebagai bagian Cari identitas bangsa.

BAB Ii
PERAN DAN KEDUDUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 5

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan:
a. menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan

nasionai di segala bidang kehidupan yang
berpedoman pada haluan ideologi Pancasila:

b. meningkatkan kualitas hidup dan meu,ujudkan
keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;

c. rrieningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya
saing bangsa;

SK No 007219 A
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d. memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjaga nilai etika
sosial yang berperikemanusiaan; dan

e. melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta melestarikan dan menJaga

keseimbangan aiam.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

(1) Ilmu Pengetahuan clan Teknologi berkedudukan
sebagai modal dan rnvestasi jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang pembangunan
nasional untuk:
a. meningkatkan kualitas hidup rnanusia;
b. merringkatkan kesejahteraan rakvat;
c. meningkatkan kemandirian;
d. memajukan daya saing bangsa;

e. memajukan peradaban bangsa;

f. menjaga kelestarian alam;
g. melindurigi dan melestarikan seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
h. menjadi dasa-r dalam pcrumusan kebijakan dan

mcnjadi solusi masalah pcmbangunan.
(2) Ilmu Pengetahuan dan Teknologr dikembangkan

melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
;,Teknologi sebagai landasan cian satu kesatuan dari
sistem perencanaan pembangunan nasional.

(3) Sistem pcrencanaan pembangunar. nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) rr^eliputi
rencana pe,nbangunan jangka panjarig, jr,.ngka

menenE{ah, dan tahunan.
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Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi sebagai landasan dalam perencanaan
pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang
berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sebagaimana
di.maksud dalam Pasal 5 huruf a dan kedudukan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
RENCANA INDUK PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan tujuan Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, disusun rencana induk pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan T eknologi.

(2) Rencana induk pcmajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi acuan rencana pembangunan jangka
panjang nasional dan meniadi dasar dalam
peny-usunan rencana pembangunan jangka menengah
nasional.

(3) R.encana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi wajib dijadikan pedoman dalam
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(4) Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Cisusun untuk:
a. jangka panjang;
b. jangka menengah; dan
c. tahunan.

(5) Rencana induk pemaJuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi jangka panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a ciisusun untuk jangka waktu 25
(dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

SK No OO7?21 A
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(6) Rencana induk pemaJuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi jangka menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hurt.f b disusun untuk jangka waktu 5

(lima) tahun.

{7) Rencana induk pemajuan ILmu Pengetahuan dan

Teknologr tahunan sebagalmana dimaksud pada ayat

(4) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

Pasal 9

(1) Rencana induk pernajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8

disusun. oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemerintah Fusat dalam menyusun Rencana Induk
Pernrjuan Ilmu Pengeta.huan dan Teknologi

sebagaimana dimaksud pada a1,at (1) berkoordinasi
dengan Perrrangku Kepentingan terkait.

Pasal 10

Rencana induk pernajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
a. manlaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia,

kesejahLeraan rakyat, kemandirian, daya saing

bangsa, dan peradaban bangsa:

b. potensi sumber daya alam;

c. potensi sumber daya Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;

d. kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan ,1an

Teknologi;

e. sosial budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta
kearifan lokal yang tumbuh oi masyarakat;

f, potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
g. perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
h. perkernbangan lingkungan strategis.

SK No 0072?? A
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Pasal 1 1

(1) Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi jangka panjang memuat paling sedikit:
a. visi, misi, dan strategi pemajuan Ilmu

Pengetah uan darr Teknologi;

b. sasaran dan nhapan capaian pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;

c. pemberdayaan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi;

d. oembangunan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi; dan

e. penguatan kapasitas iimu Pengetahuan darr

Teknologi.
(2) Rencana incluk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi jangka menengah memuat paling seciikit:

a. sasaran pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi nasional;

b. fokus pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

c. tahapan capaian pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
- Teknologi;

d. pengembangan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan

dan Teknolcgi:

e. penger.ribangarl Sumber Daya Ilmir Pengetahuan

dan Teknologi;

f. pengembangan jaringan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi; dan

g. prioritas penyelenggaraan pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

(3) Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi jangka menengah sebagaimana dimaksud
pada a5rat (2) dijabarkan ke dalan: rencana induk
pemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahunan.

SK No OO7223 A
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Bagian Kesatu
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Pasal 13
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Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk
pemajuan iimu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
berpedoman pada rer)cana induk pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan'I'eknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 8.

(2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
danat dilakukan oleh:

a. perscorangan;

b. keiompok;
c. Badan Usaha;

d. lembaga pemerintah atau srx,asta; dan/atau
e. perguruan tinggi.

Pasal i4

(1) Penyelenggaraan Iimu Pengetahuan dan
dilakukan melalui:
a. Pendlrlikan;
b. Perrelitian;

c. Pengembangan;

d. Pengkajian; da.n

e. Penerapan.

li.knologi

SK No 007??4 A
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(2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Pernerintah Prrsat.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 15

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) iruruf a dilaksanakan dengan:
a. penyiapan sumber daya rnanusia untuk

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b. peningkatan mutu dan kesesuaian Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi; dan
c. pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 16

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
melalui Pendrdikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 dilaksanakan dalam rangka meningkarkan kapasitas
bangsa dalam mengelola sumber daya dan diutamakan
untuk memenuhi kebutuhan nasional agar dapat
meningkatkan daya saing serta mewujudkan
kemandirian bangsa.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan PenCrdikan dapat diselenggarakan oleh
pemerintair atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan oleh pemerintah atau
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

drlaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-undangan.

SK No OO7225 A
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Bagian Ketiga

Penelrtian dan Pengembangan

Pasal 18

Pemerintah Pusat rnenjamin kemandirian dan kebebasan

ilmiah dalam melaksanakan Penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 14 ayat (1) huruf b dan

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) hruruf c.

Pasal 19

(1) Penelitian dilaksanakan untuk penguatan

penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk
di dalamnya. ilmu sosial yang digunakan untuk
menciptakan danlatau mengernbangkan Iimu
Pengetahuan dar, Teknologi.

(2) Selain untuk menciptakan danr'atau mengembangkan

Ilinu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana

dimaksutl pada ayat (1), Penelitian juga dapat menjadi
solusi permasalahan pembangunan.

Pasal 20

Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut d"ri
Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mernajukan peradaban.

Pasal 21

Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan
dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu
Pengetahuan dan Teknoiogi danlatau Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologr. kecuali dinyatakan larn oleh

peraturan perund,ang- unCangan.
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Pasal2'2

(1) Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai
dari anggaran pendapatan dan belanja negara

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
menjadi hak Pemerintah Pusat dan,/atau Pemerintah
Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan
pengembangan Cari Inventor.

(3) Pemerintah Pusat danlatau Pemerintah Daerah,
Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan
pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil
komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika
ditentukan iain oleh para pihak melalui perjanjian
secara tertulis.

Bagian Keempat
Pengkajian dan Penerapan

Pasal 23

(1) Pengkajian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) hurtrf d ditujukan untuk menrastikan
manfaat ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam
menyelesaikan permasalahan pembangunan.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaliukan melalui:
a. Perekayasaan;

b. Kliring Teknologi; dan
c. Audit Teknolngi.

SK No OO7227 A
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Pasal 24

(1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2) hurr,:f a dilakukan untuk menghasilkan nilai,
proses produksi, danlatau produk yang lebrh a:nan

dan baik bagi kesejahteraan masyarakat.
(2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan:

a. pengujian;

b. pengembangan Teknologi;

c. rancang bangun; dan
d. pengoperasian.

(3) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan
sudut pandang danlatau konteks teknis, fungsional,
bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Pasal 25

(1) Kliring Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (2) huruf b dan Audit Teknologi sebagaimana

dimaksud dalarn Pasai 23 ayat (2) huruf'c dilakukan
terhadap Tekrologi yang bersifat strategis darrla*"au

yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2) Kliring Teknologi dan Audit Teknoiogi dilakukan oleh

Pemerirrtah Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kliring
Tr:knologi dan Audit Teknologi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal z6'

(1) Untuk mengeta.:.r.li kesiapterapan suatu Teknologi

dilakukan pengukuran tingkat kesiapterapan
Teknologl.
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(2) Pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

penilai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran tingkat

kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf e wajib dilaksanakan dengan berbasis
pacia hasil Penelitiarr, Pengembangan, dan/atau
Pengkajian.

(21 Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai

upaya peningkatan produktivitas pembangrlnan,
kemandrrian, dan ciaya saing bangsa.

I'asal 28

Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat
dilakukan melalui:
a. Alih Teknologi;

b. intermediasi Teknologi;

c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
d. komersialisasi Tekriologi.

Pasal 29

(1) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28
huruf a dapat dilakukan secara komersial atau
nonkomersial.

(2) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan:
a. penerima Alih Teknologi diutamakan yang

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
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b. penerima Alih Teknologi mampu memanfaatkan

dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
guna kepentingan masyarakat, bangsa, dan

negara;

c. Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan

Penelitian dan Pengembangan yang

dialihteknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal
yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

d. pelaksanaan Alih Teknologi dilakukan dengan

tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan nrelalui:

a. lisensi;
b. kerja sama;

c. pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

dan/atau
d. pelaksanaan Alih Teknologi yang dilakukan

dengan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Pengadaan barang hasil Alih Teknologi harus
dilakukan nrelalui Kliring Teknologi dan Audit
Teknologi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alih Teknologi diatur
dengan Peraturan Pemci'intah.

Pasal 30

Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf b menrpakan upaya untuk menjembatani
proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil

dan calon pengguna Teknologi.
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Pasal 31

(1) Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3O dapat dilakukan dengan:

a. mendorong implementasi hasil Invensi dari
lernbaga penghasil Teknologi kepada calon
pengguna; dan

b. mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna

terhadap Teknoiogi yang dibutuhkan.
(2) Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Capat berupa:

a. inkubasi Teknologi;

b. temrr bisnis Teknologi;

c. kemitraan; dan/atau
d promosi hasil Invensi.

Pasal 32

(1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana

dimaksud daiarn Pasal 28 huruf c dilakukan sebagai

upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan
efektivitas adopsi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Peiaksanaan Difusi Ilmu Pengetahrra.n dan Teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan
terhadap calon pengguna Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi meLalui kegiatan:

a. peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

b. evaluasi kesiapan pengguna Teknologi; dan
c. pemb'naan peningkatan kapasitas daya serap

pengguna Teknologi.

Pasal 33

(1) Komersialisasi Teknologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf d- dapat dilaksanakan melaiui:
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a. inkubasi Teknologi;

b. kemitraan industri; dan/atau
c. pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi.
(2\ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi

dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi
Teknologi, kemitraan industri, dan/atau
pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan
daerah.

Bagian Kelima

Invensi dan Inovasi

Pasal 34

(1) Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah waSib

mengembangkan Invensi dan Inovasi.
(2) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditujukan untuk:
a. menjadi solusi permasalahan nasional;
b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks

teknis, fungsional, bisnis, sosial buciaya, dan

estetika; dan

c. menghasilkan nilai tambah dari produk danlatau
proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

(3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihasilkan dari:
a. Penelitian dasar, Penelitian ter.apan, dan

Pengembangani

b. Alih Teknologi;

c. rekayasa balik;
d. intermediasi Teknologi.;

e. Difusi Ilmu Pengetaiiuan dan Teknologi; danf atau
f. komersialisasiTeknologi.
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(4) Ketentuan mengenai Invensi dan Inovasi diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Pemerintah Pusat wajrb memfasilitasi pelinciungan

Kekayaan Intelektual dan pemanfaatanrrya sebagai

hasil Invensi dan Inovasi nasional.
(2\ Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan

pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1,) dila.ksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Fusat dar, Pemerintah Daerah wajib
menggunakan hasil invensi dan Inovasi nasional.

Pasal 37

Pemerintah. Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan
nasional.

Pasai 38

(1) Badan Usaha )ang menghasilkan Invensi dan Inovasi
nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

sebagainrana dimaksud dalam Pasal 37 diberi
insentif.

(2) Insentif sebagaimana dimaxsr.rd pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk:
a. jaminan pembelian produk Inovasi tertentu:

danlatau
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ETIKA, WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN, DAN KEBIJAKAN
BERLANDASKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu

Etika

Pasal 39
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b. jaminan pencantuman produk Inovasi dalam

katalog elektronik pengadaan barang/jasa
pemerintah.

(1) Penelitian, Pengerrrbangan, Pengkajian, dan
Perrerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode

etik bidang ilmu.
(2) Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dibentuk komisi etik yang bersifat ad
hoc.

(3) Keanggotaan komisi etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berasal dari berbagai bidang ilmu.

(4) Komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas menelaah dan menetapkan
kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasl
pelaksanaan kode etik Penelitian, Pengembangan,

Pengkajian, dan Penerapan sesuai dengan bidang
ilmu.

(5) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik Fenelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, komisi
etik sebagalrnana dimaksud pada ayat (2) berwenang
melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan
komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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